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PENETAPAN

Nomor 344/Pdt.P/2020/PA.Sj
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DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Sinjai yang memeriksa dan mengadili perkara pada
tingkat pertama, dalam sidang majelis hakim, telah menjatuhkan penetapan

dalam perkara Dispensasi Kawin yang di ajukan oleh :

Pemohon I, NIK: 7308030306840001, Tempat tanggal lahir, Xxxxxx 03 Juni
1984 (umur 36 tahun), agama Islam, pendidikan
terakhir Sekolah Dasar, pekerjaan Petani, tempat
kediaman di Dusun Xxxxxx, Desa Xxxxxx, Kecamatan

Xxxxxx, Kabupaten Bone, sebagai Pemohon I;

Pemohon Il, NIK: 7308034105850001, Tempat tanggal lahir, Xxxxxx 01
Januari 1982 (umur 38 tahun), agama Islam, pendidikan
terakhir Sekolah Dasar, pekerjaan ibu rumah tangga,
tempat kediaman di Dusun Xxxxxx, Desa XXXXXX,
Kecamatan Xxxxxx, Kabupaten Bone, sebagai

Pemohon II;

Pengadilan Agama tersebut;
Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengarkan keterangan para Pemohon di persidangan;
DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal

25 Nopember 20020 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama

Sinjai pada tanggal yang sama dengan register perkara Nomor
344/Pdt.P/2020/PA.Sj, mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa Pemohon | dan Pemohon Il hendak menikahkan anak kandung

hasil perkawinannya yang beridentitas nama Anak Pemohon, tempat dan

tanggal lahir, Sinjai 29 Januari 2002 (18 tahun 10 bulan), agama, Islam,
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pekerjaan Nelayan, tempat kediaman di Dusun XxxxxX, Desa XXXXxX,
Kecamatan Xxxxxx, Kabupaten Bone;

2. Bahwa para Pemohon hendak menikahkan anak laki-lakinya tersebut
dengan calon isterinya Calon istri, tempat dan tanggal lahir Sinjai 08 Juni
2002 (18 tahun 4 bulan), agama Islam, pekerjaan tidak bekerja, tempat
kediaman di Jalan Kepiting, Kelurahan xxxxxx, Kecamatan XXXXxX,
Kabupaten Sinjai yang akan dilaksanakan dan dicatatkan di hadapan
Pegawai pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Sinjai Utara,
Kabupaten Sinjai.

3. Bahwa syarat-syarat untuk melaksanakan pernikahan tersebut baik
menurut ketentuan hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan
yang berlaku telah terpenuhi kecuali syarat usia bagi anak Pemohon belum
mencapai umur 19 tahun, sesuai Kutipan Akta Kelahiran Nomor
10987/IST/V/2007 tertanggal 01 Mei 2007 yang dikeluarkan oleh Kantor
Catatan Sipil Kabupaten Bone;

4. Bahwa berdasarkan Surat Penolakan Kepala Kantor Urusan Agama
Kecamatan XXXXXX, Kabupaten Bone Nomor: B.
280/Kua.21.03.11/PW.01/X1/2020 tertanggal 25 November 2020 yang
menolak mencatatkan pernikahan anak Pemohon dengan alasan anak
Pemohon belum cukup umur;

5. Bahwa pernikahan tersebut sangat mendesak untuk dilangsungkan karna
keduanya telah berpacaran selama 1 (satu) tahun bahkan sering keluar
rumah bersama, sehingga Pemohon khawatir akan terjadi perbuatan yang
dilarang oleh ketentuan hukum Islam apabila tidak segera dinikahkan;

6. Bahwa antara anak Pemohon dengan calon isterinya tersebut tidak ada
larangan untuk melakukan pernikahan;

7. Bahwa anak Pemohon berstatus jejaka, dan telah baliq serta sudah siap
untuk menjadi suami atau kepala rumah tangga;

8. Bahwa anak para Pemohon tersebut telah melamar seorang perempuan
dan lamaran tersebut telah diterima;

9. Bahwa Pemohon sanggup membayar biaya perkara,;
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Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas pemohon mohon
kepada Ketua Pengadilan Agama Sinjai cg. Majelis hakim yang memeriksa

perkara ini berkenan memutuskan sebagai berikut :
Primer :

1. Mengabulkan permohonan pemohon;

2. Memberi dispensasi kawin kepada anak pemohon bernama Anak
Pemohon untuk menikah dengan perempuan calon istri

3. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara di

tetapkan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku
Subsider :

Atau bilamana majelis hakim yang memeriksa perkara ini berpendapat lain,

mohon penetapan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan para Pemohon telah hadir
di persidangan, kemudian dibacakan surat permohonan Pemohon yang isi dan

maksudnya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa Hakim telah berusaha menasehati para Pemohon mengingat
usia anak Pemohon belum mencapai 19 tahun sebagaimana ketentuan pasal 7
ayat (1) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan atas
Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan;

Bahwa Hakim juga memberikan nasehat dan pandangan-pandangan
terkait dengan risiko bagi pernikahan usia muda, yang belum siap dalam segi
fisik, psikis dan mentalnya. Pernikahan di usia muda dapat membahayakan
kesehatan dirinya juga kesehatan bayinya. Remaja yang menikah di usia 18
tahun lebih berisiko mengalami gangguan mental, gangguan kejiwaan, depresi,
kecemasan, gangguan disosiatif (kepribadian ganda) dan trauma psikologis
lainnya. Remaja cenderung belum mampu mengelola emosi dan mengambil
keputusan dengan baik. Akibatnya, ketika dihadapkan dengan konflik rumah
tangga, pasangan pernikahan muda seringkali menggunakan jalan kekerasan.
Selain itu, keguguran atau kehilangan anak yang kerap terjadi pada pernikahan

usia muda;
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Bahwa hakim juga memberikan nasehat kepada para Pemohon untuk
mengajukan permohonannya di Pengadilan Agama Watampone berhubung
karena para Pemohon bertempat tinggal di wilayah Pengadilan Agama

Watampone;

Bahwa atas nasehat dan pandangan dari Hakim tersebut, para Pemohon
menyatakan telah memahami risiko-risiko yang mungkin terjadi pada
pernikahan usia muda dan selanjutnya para Pemohon menyampaikan
permohonan untuk mencabut permohonannya dan akan berusaha untuk

memberikan nasehat kepada anak Pemohon;

Bahwa, untuk meringkas uraian penetapan ini cukup kiranya Majelis
Hakim menunjuk berita acara sidang dari perkara ini sebagai satu kesatuan
yang tidak terpisahkan dari penetapan ini

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah

sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan
dimana Pemohon mengajukan dispensasi kawin anak Pemohon yang akan
menikah namun belum memenuhi syarat usia sebagaimana ditentukan oleh
peraturan perundang-undangan, maka berdasarkan Pasal 7 ayat 2 Undang-
Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan sebagaimana telah diubah
dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 jo. Pasal 49 ayat 1 huruf a dan
Pasal 49 ayat 2 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan
Agama sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006
dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka

perkara ini menjadi wewenang absolut Pengadilan Agama,;

Menimbang, bahwa para Pemohon adalah orang tua dari anak yang
bernama Anak Pemohon, Tanggal lahir 29 Januari 2002 (umur 18 tahun 10
bulan), kehendak Pemohon untuk menikahkan anak tersebut telah ditolak oleh
Kantor Urusan Agama Kecamatan Sinjai Utara, Kabupaten Sinjai, karena anak

Pemohon belum berumur 19 tahun, maka berdasarkan ketentuan Pasal 7 ayat
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2 Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 Tentang Perkawinan yang telah diubah
dengan Undang-Undang Nomor 16 tahun 2019, Pemohon merupakan pihak
yang berkepentingan dalam perkara ini (persona standi in yudicio) sehingga

Pemohon mempunyai hak (legal standing) untuk mengajukan permohonan ini

Menimbang, bahwa Hakim telah berusaha memberikan nasehat kepada
para Pemohonsebagaimana kehendak Pasal 12 Peraturan Mahkamah Agung
Nomor 5 Tahun 2019 Tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi
Kawin, dengan menyampaikan nasehat dan pandangan tentang risiko
dilangsungkannya perkawinan pada usia muda, mendorong untuk menempuh
studi lanjut terlebih dahulu, belum siapnya organ reproduksi anak untuk hamil,
dampak ekonomi sosial dan psikologi bagi anak, potensi perselisihan dan
kekerasan dalam rumah tangga serta memberikan nasehat untuk mengajukan
permohonannya di Pengadilan Agama Watampone karena para Pemohon

bertempat tinggal di wilayah Kabupaten Bone;

Menimbang, bahwa atas nasehat-nasehat dari Hakim tersebut para
Pemohon menyatakan untuk tidak melanjutkan perkaranya, sehingga dengan
demikian atas kehendaknya sendiri para Pemohon menyatakan di dalam
persidangan akan mencabut permohonannya yang telah didaftarkan dalam

register perkara Pengadilan Agama Sinjai;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara tersebut diatas dicabut sendiri
oleh para Pemohon di depan persidangan, maka majelis hakim berpendapat
tidak perlu untuk meneruskan pemeriksaan perkara ini;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk dalam bidang
perkawinan, maka berdasarkan ketentuan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang
Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang
Nomor 3 tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009 tentang
Peradilan Agama, biaya perkara dibebankan kepada Pemohon;

Memperhatikan pasal-pasal dari peraturan perundang-undangan yang

berlaku dan hukum syara’ yang berkenaan dengan perkara ini;;
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MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan para Pemohon untuk mencabut perkaranya;
2. Menyatakan perkara Nomor 344/Pdt.P/2020/PA.Sj putus karena di cabut;
3. Membebankan kepada para Pemohon untuk membayar biaya perkara
sejumlah Rp. 856.000,00 (delapan ratus lima puluh enam ribu rupiah);
Demikian di tetapkan oleh Hakim Tunggal Pengadilan Agama Sinjai
pada hari Kamis, tanggal 10 Desember 2020 Masehi bertepatan dengan
tanggal 24 Rabiul Akhir 1442 Hijriah oleh kami Mushlih, S.H.l. sebagai Hakim,
penetapan mana diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk
umum oleh Hakim Tunggal dan didampingi oleh Dra. Hj. Nursyaya sebagai
Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh para Pemohon;

Hakim,

Mushlih, S.H.I.

Panitera Pengganti,

Dra. Hj. Nursyaya

Perincian biaya :

- Pendaftaran :Rp 30.000,00
- Proses ‘Rp 50.000,00
- Panggilan :Rp 740.000,00
- PNBP :Rp 20.000,00
- Redaksi ‘Rp 10.000,00
- Meterai :Rp 6.000,00

Jumlah :Rp 856.000,00

(delapan ratus lima puluh enam ribu rupiah)
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